
BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa dengan telah clitetapkanya Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Sususnan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat 
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun I 967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di .Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repub1l 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lemb 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); aran 
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S. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
p . ah 

emennt an Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah bcbera pa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Repul>lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5479); 

6. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 74); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lemb.ar.an .Negara RepubJ.i.k Jndon.esia .Nomor 5888). 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
451); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

11. Pera tu ran Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Betita Negar 
Republik Indonesia Tahu.n 2019 133S); a 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nornor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangk 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebon Tah at 
201-6 Nomor 10); g un 



.. ~ 

13 Peraturan Bupati Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Taba Ata:s 
Pada Dines Kabupatcn Lebong ; 

14 Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pclaksana Teknis Dinas (UPTDJ Puskesmas Muara 
Aman Pada Dinas Kabupaten Lebong ; 

15 Peraturan Bupati Lebong Nomor 4 Tahun 2007 tcntang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Telmis Dinas (UPTDJ Puskesmas Talang 
Leak Pada Dinas Kabupaten Lebong; 

16 Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Limaupit 
Pada Dinas Kabupaten Lebong; 

17 Peraturan Bupati Lebong Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organjsasi dan Tata Kerja Unit 
Pdaksana Te.knis D.inas (UPTDJ Pu.skesmas Sukaraja 
Pada Dinas Kabupaten Lebong; 

18 Peraturan Bupati Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Tapus 
Pada Dinas Kabupaten Lebong; 

19 Peraturan Bupati Lebong Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kota 
Donok Pada Dinas Kabupaten Lebong; 

20 Peraturan Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (U PTO) Puskesmas Rimbo 
Pengadang Pada Dinas Kabupaten Lebong; 

21 Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknfa Dinas (UPTD) Puskesmas Semelako 
Pada Dinas Kabupaten Lebong; 

22 Peraturan Bupati Lebong Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Ketenong 
Pada Dinas Kabupaten Lebong 

23 Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja u ·t 
P«:Iaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Tes Pa~~ 
Dinas Kabupaten Lebong 

24 Peraturan Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2011 t 
Pembentukan Organisasi dan Tata K . entan_g 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pu k CI]a Umt 

P ,J o· s esmas Suk 
Datang au-a · mas Kabupaten Lebong a 



Menetapkan 

25 Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tcntang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kcrja Unit 

Pe)aksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kota Baru 

Pada Dinas Kabupaten Lebong 

26 Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Bupati 

Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Lebong; 

27 Peraturan Bupati Lebong Nomor 41 Tahun 2017 

tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lebong; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATr LEBONG TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPT'D) 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Lebong. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lebong. 

5. Perangkat Daerah ada!ah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah; 

6 . Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara 

dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 

7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. 

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lebong. 

9. Organisasi Perangkat daerah selanjutnya disebut OPD 

adalah Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lebong. 

10. Aparatur Sipi! Neg~a yang ~lanjutnya disingkat ASN 

ad~ profes1 bagi p~ga~~ai negeri sipil dan pegawai 

pemen~tah de~gan peJJanJ1an kerja yang bekerja d 
instans1 pemenntah. pa a 



-- ~ 

1 l. Unit Pelaksana Teknis Daeruh sclanjutnya discbut 

UPTD adalah unsur pclaksana tcknis dinas yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas 

l(esehatan. 

12. F'asilitas Pelayanan Keschatan adalah suatu tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitat~f yang dilakukan oleh pemerinta.h, 

pemerinta h daerah dan/atau masyarakat. 

13. Pusat l<csehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan pcrseorangan tingkat pertarna, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di 

wilayah kerjanya. 

14. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD 

Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan 
masyarakat dalam wilayah kerja tertentu. 

15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut 

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

M.asy.ara.kat (UKBM) yang dibentuk di d.esa da)am 

rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan 

kesehatan dasar bagi masyarakat desa. 

16. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut Pusling 
adalah tim pelayanan kesehatan Puskesmas yang 
dilengkapi dengan kendaraan bennotor roda 4, 
peralatan kesehatan, dan peralatan komunikasi yang 
berasal dari Puskesmas, yang berfungsi untuk 

menunjang dan membantu kegiatan pelaksanaan 
program Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang 
belum terjangkau atau sulit dijangkau oleh -sarana 
kesehatan 

17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut 

Polindes adalah suatu wadah pelayan kesehatan dari 
dan oleh masyarakat yang bertujuan untuk 
meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan 
kesehatan ibu dan anak. 

18. Bidan di Desa adalah seorang Bidan yang bekerja di 
\vilayah kerja suatu desa yang secara teknis 

bert:anggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara 
administrasi bertanggung jawab kepada Kepala 
Desa/ Lu rah. 

19. P~layanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya 
d1sebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah 

yang diberikan oleh Puskesmas kepada masy~a:: 
mencakup perencanaan pelaksanaan al .' 

d ' , ev uas1 
pencata_tan, an pelaporan yang dituangkan dal , 
suatu s1stem. am 

20. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah · · 
kesehatan yang ditetapkan sebaga· ~en~s pelayanan 
yang mutlak dilaksanakan dan d . t l Jems pelayanan 
Pu k . . 1se enggarakan 1 h 

s esmas, meliputi pelayanan keseha . 0 e 
dan keluarga berencana ui.,.; pe b tan tbu, anak 

1 k h ' c~•, m erantasan 
menu ar, ese atan lingkungan b Penyakit 

, pengo atan 
' Promosi 



_I 
kesehnton, hygiene SAnltmti dRn penyehatan makan 

minumnn . 

21. Pclnynnnn l(cRchntnn Pcngcmbangan adalah jcnis 

pclnyamm l<cschntnn ynng mcrupalrnn jcnis pelayanan 

ynng dikcmbangkan olch Puskcsmns scsuai dcngan 

situnsi dan konclisi serta budaya masyarakat setempat. 

22. Upaya Kcsehatan Masyarakat yang selanjutnya 

disingknt Ul<M odalah setiap kegiatan untuk 

mcmelihnra dnn meninglrntl<an kesehatan serta 

menccgah dan menanggulangi timbulnya masalah 

kcsehatan cJengan sasaran lceluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 

23. Upaya I<esehatan Perseorangan yang selanjutnya 

disingknt Ul<P adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan 

akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan. 

24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 

memiliki pengetahuan dan/atau keterarnpilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan. 

25. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang 

meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas. 

26. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut 

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan 

Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa 

Puskesmas telab memenuhi standar akreditasi 

27. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan 

tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal 

batik baik vertikal maupun horizontal. 

28. lnstansi Pem?eri lzin adalah satuan kerja yang ditunjuk 

oleh ~emen~t.ah daerah kabupaten/kota untuk 

menerb1tkan 1zm sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

29.Sistem lnformasi Puskesmas ada1ah suatu tat 
d. k · " anan yang 

menye 1a an m1ormasi untuk memb t 
pengambilan keputusan dalam a~ uk proses 
manaiemen p k me a sanakan 

'J us esmas untuk mencapai 
kegiatannya. sasaran 

30. Jabatan Fungsiona l adalah Aparatur S. . 
diberi tugas, wewenang dan hak 1p1l Negara yang 

Pejabat yang berwenang untuk secara penuh oleh 

kegiatan yang sesuai dengan profesi::n~elenggarakan 

mendukung kelancaran tugas kedinas! alam rangka 

31. Wilayah kerja Puskesmas di Kab . 
atas beberapa Desa/ Keturah upaten Lebong terdin' 

an. 



BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal2 

(1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat 
fungsional dan unit layanan yang bekerja secara 
profesional. 

(2) Puskesmas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan sebagat un'it pelaksana teknis yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala 
dinas kesehatan daerah kabupaten, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang 

merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang 
diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada KepaJa Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lebong melalui Sekretaris Dinas Kesehatan 

Bagian Kedua 

Kategori Puskesmas 

Pasal 3 

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang 
didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, 
Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan: 

a . karakteristik wilayah kerja; dan 

·b. ·kemampuan pefayanan. 

Pasal 4 

(1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Puskesmas 
dikategorikan menjadi: 

a. Puskesmas kawasan perkotaan terdiri dari : 

1. Puskesmas Taha Atas 

2. Puskesmas Muara Aman 

3. Puskesmas Sukaraja 

b. Puskesmas kawasan perdesaan t,erdiri dari : 

1. Puskesmas Suka Datang 

2. Puskesmas Kota Baru 

3. Puskesmas Limaupit 

4. Puskesmas Semelako 

5. Puskesmas Talang Leak 

6. Puskesmas Tes 

7. Puskesmas Kota Donok 

8. Puskesmas Rimbo Pengadang 



c. Puskesmas kawasan tcrpencil terdirl dari Puskesmas 

Tapus; dan 

d. Puskesmns knwasan sangat terpcncil tcrdirl dari 

Puskesmas l(ctenong. 

(2) Lampiran mcngenai l(ategori Pusl<csmas scbagaimana 

dimaksud pada ayat (I) sebagaimana tcrcantum dalam 

lampiran I Peraturan Bupatl ini. 

Pasal 5 

( 1) Puskesmas kawasnn perl<otaan sebngaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (]) huruf a merupakan Puskesmas 

yang wilayah kerjanyn meliputi kawasan yan_g 

memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria 

kawasan perkotaan sebagai berikut: 

a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) 

penduduknya pada sektor non agraris, terutarna 

industri, perdagangan, dan jasa; 

b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah 

radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah 

sakit radius kurang dari 5 km, atau hotel; 

c, lebih dari 90% (sembilan puluh per St!ratus) rumah 

tangga memiliki listrik; dan/atau 

d. terdapat akses ja lan raya dan transportasi menuju 

fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hurufb. 

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas 

kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 

a. memprioritaskan pelayanan UKM; 

b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat; 

c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah atau masyarakat; 

d. optima1isasi dan peningkatan kemampuan jaringan 

pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan 

e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan 

kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan 
pola kehidupan masyarakat perkotaan. 

Pasal6 

(1) Puskesmas kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud 

dalam PasaJ 4 ayat (1) huruf b merupakan Puskes 
·1 ah k . mas 

yang w1 ay CIJanya meliputi kawasan 
memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) krita~g 
kawasan perdesaan sebagai berikut: ena 

a. akti~it~s ~ebidh dari 50% (li_ma puluh per seratus) 
pen u u pa a sektor agrans atau maritim· , 

b. memiliki fasilitas antara lain sekolah d. . 
dari 2,5 km, pasar dan perkotaan rad · ra] bt~s lebih 
km ah . 1us e 1h dan· 2 , rum sak1t radius lebih d • 5 . . 
memiliki fasilitas berupa hotel· an km, tidak , 



c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% 
(sembilan puluh per seratus); dan 

d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju 
fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas 
kawasan perdesaan memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 

a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat; 

b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan 
oleh rnasyarakat; 

c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan 
pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan 

d. pendekatan pelayanan yang diberikan 
menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat 
perdesaan. 

Pasal 7 

(1) Puskesmas kawasan terpencil dan Puskesmas kawasan 
sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat ( 1) huruf c dan huruf d mernenuhi kriteria sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas 
kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 

a. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan 
penambahan kompetensi Tenaga Kesehatan; 

b. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan 
kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, 
perawat, dan bidan; 

c. pelayanan UKM diselenggarakan dengan 
memperhatikan kearifan lokal; 

d . pendekatan pelayanan yang diberikan 
men;tesuaikan .dengan pola kehidupan masyarakat 
di kawasan terpencil dan sangat terpencil; 

e. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan 
pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan 

f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan 
dengan pola gugus pulau/cluster dan/atau 
pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatk 
aksesibilitas. an 

Pasal 8 

(1) Berdasarkan kemampuan 
dimaksud dalam Pasal 
dikategorikan menjadi: 

pelayanan sebagaimana 
3 huruf b, Puskesmas 

a. Puskesmas nonrawat inap terdiri dari: 

1. Puskesmas Tapus 

2. Puskesmas Rimbo Pengadang 

3. Puskesmas Kota Donok 



4. Puskesmas Talang Leak 

5. Puskesmas Limaupit 

6 . Puskesmas Semelako 

7. Puskcsmas Kota Baru 

8. Puskesmas Suka Raja 

9. Puskesmas l(etenong 

10. Puskesmas Taba Atas 

11. Puskesmas Suka Datang; dan 

b. Puskesmas rawat inap terdiri dari : 

l . Puskesmas Muara Aman, dan 

2. Puskesmas Tes. 

(2) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang 
mcnyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di 
rumah (home care), dan pe1ayanan gawat darurat. 

(3) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap pada 
pelayanan persalinan normal. 

(4) Puskesmas ra·wat -inap scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi 
tambahan sumber daya sesuai pertimbangan 
kebutuhan pelayanan kesehatan untuk 
menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan 
persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan 
kesehatan lainnya. 

(5) Pelayanan persaJinan normal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi standar 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan. 

(6) Puskesmas yang dapat menjadi Puskesmas rawat inap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan Puskesmas di kawasan perdesaan, kawasan 
terpencil dan kawasan sangat terpencil, yang jauh dari 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat Ianjut. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 

PasaJ 9 

( 1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi 
efektif, efisien, dan akuntabel. yang 

(2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) paling sedikit terdiri atas: 

a. kepala Puskesmas; 

b. kepala tata usaha; dan 

c. penanggungjawab. 



Pnsnl 10 

(1) Puskesmns dipimpin olch J<opola Puskcsmas scsuai 
dengan ketentuf\n pernturan pcrundung-undangan. 

(2) Kepala Puskesmas sel.JAgalmana dlmaksud pada ayat (1) 
merupakan penanggung jawab otas scluruh 
penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pcmbinaan 
kepegawaian di satuan kc1janya, pengclolaan 
keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan 
peralatan. 

(3) Kepala Puskcsmas dibelilcan tunjangan dan fasilitas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Pasa l 1 l 

(1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh 
bupati 

(2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) harus memenuhi 
persyaratan: 

a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; 

b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah 
sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat); 

c. pemah paling rendah menduduki jabatan fungsional 
tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 
2 (dua) tahun; 

d. memiliki kemampuan manajemen di bidang 
kesehatan masyarakat; 

e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) 
tahun; dan 

(3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat 
terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan 
dengan kuaM.fikasi pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas 
dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan 
dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga. 

Pasal 12 

Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal g 
ayat (2) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan administrasi perkan toran 
Puskesmas. 

Pasal 13 

(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam p al 
9 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas: as 

a. penanggung jawab UKM dan keperawatan keseh t 
masyarakat; a an 

b. penanggung jawab 
laboratorium; 

UKP, kefannasian 
' dan 

c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas 
dan jejaring Puskesmas· 

' f 



d. penanggung jawab bangunan, 
peralatan puskesmas; dan 

e. penanggungjawab mutu 

prasarana, dnn 

(2) Penanggung jawnb sebagaimana climal<sud pada ayat 
( 1) membawahi pelayanan; 

(3) Selain penanggu ng jawab sebagaimana cllmal<sud pad a 
ayat ( 1) dapat dibentuk penanggung jRwab 1a1nnyn 
berdasarkan kebutuhan Puskcsmas dcngan 
persetujuan kepala dinas kesehatan dacrah kabupaten. 

Pasal 14 

Ketentuan lebih Janjut mengenai organisasi Puskesmas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 
13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG 

Pasal IS 

(1) Puskesmas mempunyai tugas melakukan sebagian 
tugas Dinas Kesehatan dalam hat mengelola pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat secara paripuma dalam 
wilayah kerjanya untuk mewujudkan masyarakat yang 
mandiri, berbudaya dan sejahtera serta hidup sehat 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(2) Puskesmas sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) 
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan 
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
,vilayah kerjanya. 

(3) Untu·k mencapai tujuan pembangunan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas 
mengintegrasikan program yang dilaksanakannya 
dengan pendekatan keluarga. 

(4) Pende.katan kehrnrga sebaga.imana dimak.sud pada ayat 
(3) merupakan salah satu cara Puskesmas 
mengintegrasikan program untuk meningkatkan 
jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan 
kesehatan di ,vilayah kerjanya dengan mendatang:i 
keluarga. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi: 
a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wiJayah 

kerjanya; dan 
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah 

kerjanya. 
Pasal 17 

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM ti k 
pertama di ,viJayah kerjanya sebagaimana dimaksud dnJ! 
Pasal 16 huruf a Puskesmas benvenang untuk: 
a. menyusun perencanaan keuiatan berd ka 

I. . saI t::,• asar n ha ·1 
ana 1s1s ma ah kesehatan masyarakat d 81 

an kebutuhan 



pelayanan yang diperlukan; 
h. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan 

kesehatan; 
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan 

pemberdayaan masyara.kat dalam bidang kcsehatan; 
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 
perkembnngnn masynrakat yang bekerja sama dengan 
pimpinan wilayah dan sektor la in tcrkait; 

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, 
jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kcsehatan 
bersumber daya masyarakat; 

f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia 
Puskesmas; 

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar 
berwawasan kesehatan; 

h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi 
pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan 
mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, 
budaya, dan spiritual; 

i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi 
terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan 
Kesehatan; 

j . memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan 
masyarakat kepada dinas kesehatan daerah 
kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan 
dini, dan respon pena nggulangan penyakit; 

k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan 
I. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di ,vilayah 
kerjanya, melalui pengkoordinasian sumber daya 
kesehatan di wilayah kerja Puskesrnas. 

Pasal 18 

Dal am melaksanakan f ungsi penyelenggaraan UKP tingkat 
pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 16 huruf b, Puskesmas benvenang untuk: 
a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara 

komprehensif, berkesinambungan, bennutu, dan 
holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, 
psikologi, sosial, dan budaya dengan membina 
hu bungan dokter - pasien yang erat dan setara; 

b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang 
mengutamakan upaya promotif dan preventif; 

c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat 
pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi 
pada kelompok dan masyarakat; 

d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang 
mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan 
pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja; 

e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsi 
koordinatif dan kerja sama inter dan an tar profesi· p 

f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis· ' 
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan' e al . 

d 
, · v uas1 

terha ap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan· 
' 



Pasal 19 

{ 1) Se lain men_yelenggarakan fu ngsi sebagrumana 
dimaksud dalam Pasal 16, Puskesmas dapat berfungsi 
sebngai wahana pendidlkan bidang kesehat-an, wahana 
program inlcrnsip, dan/atau sebagai jejaring rumah 
sakit pendidikan. 

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas 
scbagai wahana pcndidikan bida.ng kesehatan, wahana 
program intemsip, dan/atau sebagai jejaring rumah 
sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai c.lengan ketentuan pcraturan 
peru ndang-u ndangan. 

Pasal 20 

(IJ Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 
IO ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh 
penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan 
kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan 
keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan 
peralatan. 

(2) Kepala Puskesmas mempunyai uraian tugas : 
a. menyusun program kerja Pusat Kesehatan 

Masyarakat berdasarkan program kerja dan 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai 
pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b . menjabarkan perintah atasan dengan mempe1ajari 
1s1 perintah tertulis maupun lisan untuk 
mendukung kelancaran pe1aksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

d . melakukan tugas dan kegiatan bidang pelayanan 
kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing 
sesuaj dengan program kerja yang telah ditetapkan; 

e. membuat bahan penyusunan konsep kebijakan 
le.kn.is p.engeJolaan Pu.sat Kesehatan Masya.rakat 
sebagai bahan pertimbangan atasan da1am 
penetapan kebijakan teknis; 

f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara 
paripurna kepada masyarakat, pelayanan rujuk 
medik; 

g. melakukan koordinasi seluruh upaya kesehatan· 
h. mengembangkan sarana pelayanan kesehatan gu' 

I. 

j. 

. 1· "k na mengopt1ma 1sas1 an pelayanan kesehat 
masyarakat; an 

membina kader pembangunan kesehatan k . 
d · · , eg1atan 

swa aya masyarakat dan peran serta masyarakat· 
melakukan pembinaan teknis dan p b ' 
sarana prasarana kepada Unit Pelayanan e; a~tuan 
Swasta (Organisasi Swadaya Masyarakat d~s:.;tan 
Kesehatan) guna meningkatkan efi kti I l ang 
efisiensi p~ngobatan penyakit; e fitas dan 

k. mengawas1 pelaksanaan p 1 
kepada masyarakat dan pela e ayanan kesehatan 

. yanan ruJ'ukan . 
guna menmgkatkan efektifitas d n1:ed1k 
pelayanan kesehatan masyarakat· an efistensi 

' 



1. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, 
pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan 
analisis kebijakan; 

m. melakukan koordinasi daJam unit kerja, antar unit 
kerja dengan lembaga masyarakat dan/ atau 
masyarakat terkait, bail< secara formal maupun 
informaJ guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

n. menghimpun dan mempelajari peraturan 
perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya 
d.i bidang kesehatan masyarakat untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melakukan urusan administrasi kepegawaian, 
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

p. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan 
bawahan; 

q. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan 
tahuna n UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; 

s . memberika n penilaia n kerja da n pres tasi bawaha n 
sesuai dcngan kctcntuan pcrunda ng-unda nga n; 

t. menyampa ika n saran dan pertimbangan baik secara 
lisan ma upun tcrtulis kcpada at.asan sesuai denga n 
bidang tugasnya; dan 

u. mela kuka n tugas la in yang dibcrika n oleh atasan 
scsua i dcngan bidnng tugnsnya 

Pas.,1 2 1 

(I) Kepaln Tntn Usahn mcmiliki tugns dnlam pc rcncanaan 
da n pelaksnnnnn kcgiatnn adminis trns i perka ntora n 
PuskesmRs. 

(2) Kepa la Tata Usaha sebagaima na dima ks ud pada ayat 
(I) mempunyaj uraia n tugas : 
a . menyusun progra m kerja Subbagian Ta ta Usaha 

berdasarkan program kerja Pusat Kesehatan 
Masyaraka t dan Rencana Strategis Dinas Keseha tan 
sebagai pedoman da lam melaksanakan tugas; 

b. menjaba rkan perintah a tasan dengan mempelajari 
isi perintah tertulis maupun lisan untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas kepada ba wahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing untuk 
mend_ukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. meny1apkan bahan penyusunan program kerja 
Pusat Kesehatan Masyarakat; 

e. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan 
r~~~dang-undangan dan petunjuk tek.nis lainnya 

1 1 ang tata usaha untuk mendukung keJancar 
pelaksanaan tugas; an 

f. mdel8;1<~kan . pek nyiapan bahan pengelolaan urusan 
a mm1stras1 epegawaian, keuangan, rumah tan 
dan perlengka pan berdasarkan k gga 
perundang-undangan; eten tuan 

g. memeriksa tugas-tugas yang telah d "lak 
bawahan; 1 sanakan 



.. ~ 

h. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan 
tahunan Subbagian Tata Usaha pada Pusat 
Kesehatan Masyarakat; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Subbagian Tata Usaha Pusat Kesehatan 
Masyarakat; 

J. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara 
lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

I. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya 

Pasal 22 

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok 
Jabatan F'ungsional Umum dan Kelompok Jabatan 
Fungsional Tertentu. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) memiliki uraian tugas sesuai dengan 
bidang jabatannya dan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi 
jabatan fungsional. 

BAB IV 
JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

Pasal 23 

(1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional 
tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 

(2) Kepala Tata Usaha Puskesmas merupakan jabatan 
struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur 
pelaksana 

BABV 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 24 

( 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis 
daerah sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 
Kesehatan Masyarakat. 

(2) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, baik secara teknis 
operasion?I. maupun teknis administratif berada di 
bawah, d1bma dan bertanggung jawab kepada Dinas 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan dan dalam melaksanakan tu 

l k psnya 
menye e~ggaz:a an ~ubungan fungsional da 
berkoordmas1 dengan mstansi yang berkaitan d pat 
fungsinya; engan 



(3) Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah 
kabupaten dengan Puskesmas bersifat pembinaan. 

(4) P~mbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} 
dllakukan oleh dinas kesehatan daerah kepada 
Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki 
otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. 

(5) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 
bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas 
kesehatan daerah. 

Pasal25 

( 1) Selain memiliki hu bungan kerja dengan dinas 
kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (3), Puskesmas memiliki hubungan kerja 
dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya 
masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah 
kerjanya sebagai jejaring Puskesmas. 

(2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah 
sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang 
upaya kesehatan. 

(3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan 
bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, 
koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya 
kesehatan. 

(4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Iintas sektor 
terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di 
bidang upaya kesehatan. 

(5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan 
dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang 
paripurna. 

Bagian Kedua 
Laporan 
Pasal 26 

(1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat wajib memberikan 
laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya 
secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada kepada 
Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 
bidang Kesehatan; 

(2) Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus 
memberikan umpan batik terhadap laporan kinerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangk 
peningkatan kinerja Puskesmas. a 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pu 
Kesehatanh_ Masy~kakat, wajib memenuhi perint:t 
mematu 1 petunJu dan bertanggung jaw b k ' 
atasannya serta memberikan Iaporan tepat :aktu ~pada 



(4) Setia~ laporan ~ang diterima oleh pimpinan satuan 
o~gamsas1 dan bawahan, wajib diolah dan 
d1pergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut 
serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan; 

(5) Pengaturan mengenai jenis laporan 
penyampaiannya, berpedoman kepada 
perundang-undangan yang berlaku 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 27 

dan cara 
peraturan 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas 
secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional 
masing-masing berdasarkan peraturan perundang
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Puskesmas. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan f ungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan bidang jabatan, keahlian dan 
keterampilan. 

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan 
dan beban kerja. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat 
(1) pasa1 ini diatur sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

BAB VI 
PEMBJAYMN 

Pasal28 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan 
Masyarakat dibebankan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong. 

(2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola Pusat 
Kesehatan Masyarakat dan tata kelola klinis serta 
menerima pertanggung jawaban Pusat Kesehatan 
Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

(3) Pusat Kesehatan Masyarakat bersifat otonorn dalam 
penyelenggaraan tata kelola klinis. 

(4) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn 
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diatur sesuai 
dengan peraturan --perundang-undangan yang berlaku. 



I 
BAB VI 

I<EPEGAWAIAN 

Pasal 29 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam clan dari jabatan 

struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

BAB VIJ 
KETENTUANPERALlHAN 

Pasal 30 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, seluruh Pusat 

I<esehatan Masyarakat yang saat ini ada, dinyatakan masih 

tetap bcrlaku dan wajib menyes uaikan dengan ketentuan 

dalam Peraturan Bupati ini. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lebong. 

Ditetapkan di Tubei . 
pada tan al 5 Mei 2021 

~B PAT! LEBONG,r 

. • 
t;,KO LI ANSORI 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal ei 2021 
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KA81JPAIE1l ~EBONG . 



NO HAMA PUSKESMM 

\ KITlHDHG 

2 MUAMAMAH 

3 TA8A ATAS 

4 SUWWA 

5 

~ 
LIMAUP!T 

6 SUl(A DATANG 

7 KOTA OONOK 

8 KOTABARU 

g TALANGUAX 

10 TES 

ll RIMBO PCNGAOANG 

1l TAPUS 

·5 
13 SEMElAKO 

I..AMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 21 TAHUN 2021 
TANGGAL 5 M;i 2021 

DATA WILAYAH KERJA PUSKESMAS KABUPATEN LEBONG 

ALAM,i.T PUSK[SMA.S WllAYAlf KERJA 

Dm Kttrnon1 I (S1IUI, Dri• Ketrnoog II (Dua), Dri• Krtrnonr l1ya, 

O[IA KntHOHG JAVA UC. PINANG !EL.Aris Dtta Kttrnonr lava, Dru hmban1 Saw,.ik, o, .. Air Kopra, , Dts• Bio• 

PuUat, Dt,a ~brl.11, dan Orsa Sunral llsal 

KelurJhan Pam Muora Amon, K,lurahan KampunJ lawa, °"• 
~EL Pt.SAR MUARA AMAN K[C. LCBONG Kampunr Mum Aman, Dua Kompung D•l•m, Dru hlang ulu, Dr1a 

UTARA Tunganc. Dru Nongal Amtn, DP,. Gandung, Ori.a G1ndun1 hru, Dtll 

Loh,.,1, o,u Ltbonchmbang, dan Dt1• ltdanc PaltmbanJ. 

L WARDANA OE.SA DAN EU KCC, l!BONG 0,ia Tik T,bln&, Ot1a Tab<at Blau, O.Sa Tab<1k Blau I, Otu Dan,u, 

ATAS O,u Sutau Kave, d,n Ona Bl•u. 

blur1han Am,n. °''' N,n1aiTayau, OeH Nang.al Tayau I, Ots.a Pyanc 
DCSA SUl(AU 1WO KCC. AM[N Mblk, Du• Subu Mereo. 0• 13 Sung al Gorong, D••• Suuu ~•Jo, Otu 

S,1, b;,r Jilya, Oes.;a Tatanc 8u"ut, d1n 0Pt:3 (ji,ut 

Otsa Suta Bumi, 0.,1 llmau Pit. O.u T,b .. k Kauk, o._,. Tabt•k Olpoa, 
OBA UMEUPIT UC. U BONG SAKTI OeQ Matebng Baru, Dos• Munln& Agunc. Otn u1un1 TanJun1 I. DH• 

Ujun1TanJun111, dan D,ia UJun1 Tanjunt 111. 

DES-'SUl(AOATANG K[c. TUBEI 
Kelur>h•n hnJun1 !\fun&. Deu Gununt Al•m. Ot,o T•buk Bl•u 11, Dt•• 
5uka Oi1U1ng. Ot\a Sub O.ti!n& I, Dnil ICohl hr1,1 S1nt.Jn, Ou, TIie Ttlru, 
don O~n Prbbal 

CUA KUTf,I OONOK KECUBONGSClATAN Cesa Kuta! Donok. Otu 5ulranrl d•n Do,• M•n1lrurajo 

DESA KOTA BARU K[C. U~M JAVA Oes.a Embon1,. Ona [mbon1 I, Dua Kct;i Baru, Oeu1 !Cot.a Agun&, Dn"1 
ll'meu, ~" Panc-..:llan, d-,n Otn Tangu.1, 

DCSA PCLABUIIAN TALANG LCAX KEC. Ou.a .:a,:u,, 0.lpo At:H, Oesa Bukt Nlbun&., O~a K1r1n1 DIIPO 01w-r1h, 

BINGIN IUNING 0t1-, Punuu\ Prdaro, ~~ hi.in.: (erlncl, Deu Pelabuh;rn hling U.1k. 
D,u Tabn1 ll•I I, Dru Tal•n1 lla'c 11, d•n Ori• Bun1ln 

OESATU~IHIGING HC. LUONG SCLATAN blunh1n Te.J, l(elurah.an TabaAnyar, K,lurahan Muba1, K.tlurah.an 

fur.an Lalan1,,D~a M an1I 811u, Ona Tik Jtnl.Jk~ d.an Des, Tur.an T,ging. 

DCSA ~IMBO P[NGAOANG KCC. RIM80 ltelur1h.1:o Rimbo Prngid1ng. O~a Tal:.ng Ratau, Oi!n Bloa Stngalcw 
P!NGAOANG ~u Ti\ ltuto, o,u T r:luk Dien d,n Orsa Baja~ 

KCL TOPOS KCC. TOPOS 
Kelur-ah1n TopM, Dl!'U Tlk. Slrong. Cua Sub Ntgul, De~ .Ajal Slan«, 
0-Ha h lanc Donok. Dua hlan£ Oanoi I, Or,il Tal1nc Ban, 1. d,n Oewi 
Tilu,z !aru II. 

~rluratlan [mbonc PanJang. Oeu Sub Oaimil, Ot!UI St!,ml!l1k.0 Atu, 

D(SA SC M[LAKO IUC. lEBONG TCNGAII OeQ Oanal LJ21ng. Oeu1 Semelilto I, Oesa s,melako II, Dua Semrlako m, 
Ot~ hr~nc Anya,, Ocu hnjung Bungal 11 Oe-sa Tanjun,e Bunpl u, dan 
Desa P•rar Agung 

7-B AT! LEBONG,r-

I ANSOR! 

PEMERINTAH KABUPATEN LE80NG 
BA l'" i i\~ l "'Jl" '~l P1~~i ;}tl'I ~H ,\i .. dV -·--•-~_:,-~--~-.... ---1 
Ptl\tt)_::lj ~:;vG~iK Hu~:UM 

Kt.SIJP~THl l~BCNG .: 


